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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah 

daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi dan tugas 

pembantuan. Dalam rangka otonomi daerah, di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh 

kabupaten atau kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam 

penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, undang-undang ini 

memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggara Otonomi daerah 

adalah salah satu langkah strategis yang memerlukan pertimbangan mendalam, mendasar, 

dan jauh ke depan untuk memenuhi keinginan masyarakat. Untuk memungkinkan otonomi 

daerah dilaksanakan, sistem pemerintahan Indonesia harus diubah untuk lebih desentralisasi 

dan menciptakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan 

kebijakan ini, daerah dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat yang lebih besar, dengan 

kebijakan ini, daerah dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat yang lebih besar. 

 Pada umumnya, kebijakan publik didefinisikan sebagai salah satu upaya atau 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya 

sebagai pemerintah dalam bentuk pengaturan dan keputusan. Kebijakan publik adalah 

keputusan yang mengikat bagi orang banyak yang dibuat oleh pemegang otoritas publik, 

biasanya melalui proses pemilihan, untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Meskipun kota 

Palembang adalah salah satu kota besar di Indonesia yang terus berkembang dalam hal 

pembangunan fisik, ia juga menghadapi sejumlah masalah sosial yang terus berkembang, 
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salah satunya adalah fenomena Pedagang Kaki Lima yang masih berjalan. PKL adalah salah 

satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan, dan karena perkembangan 

masyarakat saat ini menuntut setiap orang untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih 

baik. Sehingga usaha ini dapat menurunkan angka pengangguran dengan menciptakan 

lapangan kerja baru. PKL juga dibutuhkan oleh sebagian masyarakat karena barang yang 

diperdagangkan lebih murah. Perdagangan melakukan bisnisnya dengan menggunakan 

sarana usaha bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, lahan umum, dan 

bangunan pemerintah. 

 Pemerintah daerah berusaha mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk 

menangani masalah PKL dalam semangat otonomi daerah. Jika pemerintah melihat PKL 

sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat dikembangkan, kebijakan yang dipilih biasanya 

ditujukan untuk menata PKL. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk penetapan, pemindahan penertiban, dan 

penghapusan lok. Sebaliknya, PKL akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban jika 

mereka hanya dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Dengan otonomi, 

pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan dan kemampuan 

mereka untuk mengelola dan menangani masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan. Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk melindungi, memberdayakan, mengendalikan, 

dan membina kepentingan PKL dalam upaya untuk berdaya guna, meningkatkan 

kesejahteraan, dan melindungi hak-hak pihak lain dan kepentingan umum di Kota 

Palembang.  

 Dengan otonomi, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggunakan 

kekuatan dan kemampuan mereka untuk mengelola dan menangani masalah yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 
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2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk melindungi, 

memberdayakan, mengendalikan, dan membina kepentingan PKL dalam upaya untuk 

berdaya guna, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi hak-hak pihak lain dan 

kepentingan umum di Kota Palembang. 

Tabel 1. Daftar Pasar Tradisional Kota Palembang 

No Nama Pasar 

Tradisional 

Alamat Luas (M2) Kios 

Peda

gang 

Los 

Peda

gang 

Ham

par 

Peda

gang 

Area 

Parkir 

(M2) 
Tanah Bangunan 

1. Cinde Jl.Jend.Sudirman 4.800 7.314 692 174 - 145 

2. Bukit Kecil Jl.KH.Ahmad Dahlan 1.300 1.960 113 44 - 50 

3. Padang Selasa Jl.Padang Selasa 3.494 1.175 94 71 - 180 

4. Sekanak Jl.Depaten Seru 8.337 1.500 230 32 - 289 

5. Tangga 

Buntung 

Jl.Pangeran Sido Ing 

Lautan 

1.314 1.421 93 30 - - 

6. Soak Bato Jl.Soak Bato 2.007 1.209 65 144 10 - 

7. Gandus Jl.TPH Sofyan Kenawas 1.250 160 - - 30 - 

8. Burung Jl.Karet Ilir - - -  15 - 

9. Kamboja Jl.May Santosa 2.400 504 32 30 6 130 

10. Km.5 Jl.Jend.Sudirman 2.216,27 2.716 297 160 30 900 

11. Kebun Semai Jl.May Salim Batubara 2.240 1.042 169 144 - 40 

12. Lemabang Jl.Yos Sudarso 7.725 933 460 75 - 10 

13. Kuto Jl.Slamet Riyadi 3.710 937 234 334 - 224 

14. Sekip Ujung Jl.Amphidi 4.275 3.492 85 284 - 75 

15. Kepandaian Jl.Kol.Atmo - - - - 90 - 

16. 16 Ilir Jl.Pasar 16 ilir 12.380 2.136.150 2.09
1 

1.13
6 

60 150 

17. Yada Jl.Taqwa Mata Merah 91 806 125 140 - 125 

18. Kertapati Jl.Ki Marogan - 3.657 203 126 - 105 

19. 10 Ulu Jl.KH.Azhari 2.500 5.425 503 100 20  

20. 7 Ulu Jl. Mayjen HM Ryacudu - - - - - 225 

21. 3-4 Ulu Jl.KH.M Asyik 1.048 1.048 119 108 - - 

22. Cakna Jl.Wadoyo - - - - 90 - 

23. 1 Ulu Jl.Wahid Hasyim - - 29 72 27 - 

24. Sentosa Jl.Sentosa - - 32 - 7 - 

25. Klinik 7 Ulu Jl.KH.Azhari - - 70 16 105 - 

26. Pasar Plaju Jl.Kapt.Abdullah - - 352 406 - 45 

27. Induk 

Jakabaring 

Jl.Pangeran Ratu - - 320 105 - - 

28. Multi Wahana Jl.Siaran - - 400 142 60 - 

29. Griya Musi 

Permai 

Jl.Siaran - - 102 136 24 - 

30. Lebung Gajah Jl.Siaran - - 9 166 4 - 

31. Talang Kelapa Jl. Klp. Gading - - 360 408 154 600 

32. Pagi KM.5 Jl.Jend.Sudirmam - - - - - - 
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Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan 

 

 Pemerintah Kota Palembang juga telah mengeluarkan peraturan lain terkait lokasi 

PKL, yakni Peraturan Walikota Palembang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi 

Khusus PKL dan Pedagang Wisata Makanan pada Malam Hari di Jalan Sentot Ali Basyah/ 

Lorong Basah, Kec. 16 Ilir. , Kecamatan Ilir Timur I, sebagai solusi penertiban PKL yang 

masih berdagang di Jalan Letkol Iskandar, Jalan Kolonel Atmo, Jalan TP Rustam Effendi, 

Jalan Beringin Janggut II, Kawasan Pasar 16 Ilir dan Blok C. Lokasi PKL tersebut ditetapkan 

secara khusus di Jalan Sentot Ali Basyah/Lorong Basah, Kecamatan Ilir 16, Kecamatan Ilir 

Timur I. Padahal Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 dan Peraturan Wali 

Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2018 akan tetapi tingkat pelanggaran PKL masih tinggi. 

 Bersumber melalui artikel yang diterbitkan di website media online infopublik.id: 

(https://infopublik.id/kategori/nusantara/377945/satpol-pp-palembang-tertibkanpkl-untuk-

tegakkan-perda?video) yang dirilis pada 15 Oktober 2021, Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Palembang melakukan penertiban PKL di beberapa ruas jalan untuk mematuhi 

Perda. Guruh Agung Putra Jaya, Kepala Satpol PP Palembang, mengatakan tujuan dari 

penertiban ini adalah untuk mencegah pedagang berjualan di pinggir jalan yang mengganggu 

kenyamanan pengguna jalan dan menyebabkan kemacetan. 

 Sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Penetapan Lokasi Khusus Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Wisata Kuliner pada Malam 

Hari di Jalan Sentot Ali Basyah/Lorong Basah Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I, 

serta Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 dan Perda Nomor 13 Tahun 

2007, penertiban PKL ini dilakukan di wilayah Jalan TP Rustam Effendi, Jalan Beringin 

33. Retail 

Jakabaring 

Jl.Pangeran Ratu - - 1.32

8 

- - 2400 

34. Keramasan Jl.Abikusno - - - - 160 - 

35. Buah 

Jakabaring 

Jl.Pangeran Ratu - - 77 120 30 - 

https://infopublik.id/kategori/nusantara/377945/satpol-pp-palembang-tertibkanpkl-untuk-tegakkan-perda?video
https://infopublik.id/kategori/nusantara/377945/satpol-pp-palembang-tertibkanpkl-untuk-tegakkan-perda?video
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Janggut, dan Jalan Masjid Lama. Penjagaan yang dilakukan oleh Satpol PP Palembang harus 

dilakukan secara persuasif dan manusiawi agar pelanggaran terhadap Peraturan Daerah 

ditemukan, diberikan pembinaan melalui prosedur yang jelas, dan masyarakat merasa aman. 

 

Gambar 1. Penertiban PKL 

Sumber: Infopublik.id 

 

 Pasar tersibuk di kota Palembang adalah Pasar 16 Ilir. Pasar ini sering dikunjungi 

oleh wisatawan karena lokasinya yang strategis di tengah kota dan tidak jauh dari Sungai 

Musi. Jual beli di 16 Ilir selalu ada, dengan banyak pedagang kaki lima dan pembeli yang 

selalu datang untuk membeli berbagai barang seperti pakaian, perlengkapan dapur, dan 

makanan. Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dilakukan oleh Satpol PP dengan 

menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 

 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Pasal 1 Ayat 9 menyebutkan bahwa: 

“Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 

sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan/atau 

peraturan walikota penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

serta perlindungan masyarakat” 

 Akan tetapi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang belum memenuhi harapan 

masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ini terlihat dari situasi sosial 
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pedagang kaki lima yang tidak teratur dan tidak tertib, bersama dengan keluhan masyarakat 

tentang ketidaknyamanan lingkungan. Ada banyak tuntutan dan perdebatan yang sering 

dibahas tentang kondisi lingkungan sosial ini, yang menunjukkan bahwa harapan 

masyarakat tidak sejalan dengan apa yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan Peraturan Walikota 

Palembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima. Dengan demikian, studi tersebut diberi judul "Kinerja Implementasi Kebijakan 

Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang Tahun 

2022". 

B. Rumusan Masalah 

 Rumuskan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan 

Pasar 16 Ilir Kota Palembang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota 

Palembang pada tahun 2022 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan untuk 

penelitian Ilmu Administrasi Publik yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan kebijakan pedagang kaki lima di kawasan pasar 16 ilir kota Palembang 

pada tahun 2022. 

2. Manfaat Praktis 
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 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan masukan kepada Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Palembang, khususnya mengenai penataan pedagang kaki 

lima di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

memberikan umpan balik kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan 

kebijakan penataan pedagang kaki lima. 
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